
 

 

LAMPIRAN  

Lampiran 01. Pedoman Instrumen Wawancara Penelitian 

 

 Pedoman instrument penlitian wawancara ini dibuat dalam rangka 

melaksanakan penelitian mengenai “ Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No 

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Keabsahan Perkawinan di 

Bawah Umur di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten 

Buleleng”. Dimana instrument wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk 

melaksanakan penelitian dilapangan, kemudia pedoman ini akan di kembangkan 

sesuai dengan situasi dan kondisi pasa saat melakukan wawancara dengan 

responden atau informan di lokasi penelitian. Berikut ini merupakan instrument 

wawancara yang telah di susun diantaranya sebagai berikut :  

A. Instrumen wawancara dengan Informan  

1. Apakah saudara mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai tentang batas usia dalam melangsungkan perkawinan? 

2. Bagaimana penerapan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia 

perkawinan di dalam praktek nyata yang terjadi di desa pangkung Paruk ? 

3. Apakah menurut saudara selama di terapkannya batas usia perkawinan ini 

dapat menurunkan jumalah perkawinan di bawah umur di desa pangkung 

paruk ? 

4. Menurut saudara apakah faktor utama penyebab perkawinan anak di bawah 

umur ini masih terus terjadi ? 

5. Apakah menrut saudara perkawinan dibawah umur yang terjadi sudah 

berjalan sesuai dengan regulasi yang ada sepeti melakukan permohonan 

dispensasi perkawinan? 



 

 

6. Apakah Langkah yang telah dilakukan saudara selaku aparatur desa untuk 

menurunkan jumlah perkawinan di desa pangkung paruk ? 

7. Apakah masyarakat di Desa tersebut paham tentang arti dari perolehan 

dispensasi perkawinan untuk perkawinan yang dilakukan di bawah umur ? 

8. Menurut saudara apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari 

perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan ? 

9. Bagaimana Ketika adanya laporan bahwa akan ada perkwinan yang 

dilakukan di bawah umur , apakah Langkah/upaya yang dilakukan oleh 

aparatur desa dalam menyikapi hak tersebut? 

B. Instrumen wawancara Dengan Responden (Masyarakat dan yang 

melakukan perkawinan di bawah umur) 

1. Apakah anda mengetahui terkait larangan perkawinan di bawah umur yang 

ada di dalam pasal 7 uu no 16 th 2019? 

2. apakah akibat secara nyata yang pernah saudara alami terkait akibat 

perkawinan di bawah umur ? 

3. Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa perkawinan yang saudara 

lakukan itu sah seperti akta perkawinan ? 

4. Apakah pernah di adakannya sosialisasi terkait bahaya perkawinan di bawah 

umur dan perolehan dispensasi perkawinan? 

5. Menurut saudara apakah faktor utama penyebab perkawinan anak di bawah 

umur ini masih terus terjadi ? 

6. Apakah ada arahan dari aparatur desa untuk memperoleh dispensasi 

perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan ? 

7. Apakah menurut saudara peraturan mengenai batas usia perkawinan dan 



 

 

perolehakan dipensasi perkawinan membawa perubahan atau tidak di desa 

tersebut? 

8. Menurut saudara apakah hal yang penting sekali dilakukan untuk 

menurunkan jumlah perkawinan di bawah umur di Desa Pangkung Paruk  

9. Sejauh ini apakah pihak desa telah menerapkan UU NO 16 TH 2019 batas 

usia perkawinan kepada masyarakat secara maksimal ? 

C. Instrumen Wawancara Dengan Narasumber  

1. menurut ibu selaku pegawai pencatatan seberapa penting pencatatan 

perkawinan itu di lakukan untuk orang yang sudah menikah dan untuk 

masyarakat ? 

2. apa akibat yang biasanya terjadi jika seseorang yang sudah menikah tetapi 

tidak melakukan pencatatan dan tidak memperoleh akta perkawinan? 

3. apakah ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pencatatan perkawinan 

ini ? 

4. apakah hal-hal yang di dapat oleh seseorang yang telah menikah dan 

memperoleh akta perkawinan ? 

5. apakah seseorang yang menikah di bawah umur dengan dispensasi 

perkawinan bisa langsung mencatatkan perkawinannya? atau menunggu 

umur ?  

6. apakah dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut akan berdampak 

kepada anak yang akan di lahirkan?  

  



 

 

Lampiran 02. Surat Keterangan Penelitian 

 

  



 

 

Lampiran 03. Surat Penelitian Disdukcapil Buleleng 

  



 

 

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 01 wawancara dengan Kepala Desa Pangkung Paruk Ibu Ni Nyoman 

Sekarini selaku Informan. 

 

Gambar 02 wawancara dengan Kepala Dusun Yeh Selem Bapak Nyoman Sudiasa 

Selaku Informan.  

 

 



 

 

Gambar 03 wawancara pasangan suami Istri Luh Febri dan Komang Sukrawan 

selaku Responden . 

 

Gambar 04 wawancara pasangan suami Istri Kadek Suartini dan Nyoman 

Sukarnawa selaku Responden . 

 

Gambar 05 Wawancara dengan pasangan suami istri Ketut Masih Sulasmini dan 

Nyoman Swete.  



 

 

 

Gambar 06 Wawancara dengan Bapak Ns. Made Widanjaya, S.Kep. selaku 

masyarakat dan responden. 

 

Gambar 07 Wanwancara dengan Ibu Ketut , S.E,. MAP selaku Kepala Bidang 

Pencatatan Sippil Disdukcapil Buleleng.  



 

 

 

Gambar 08 Wanwancara dengan Ibu Nyoman Sekarini selaku Kepala Desa 

Pangkung Paruk. 
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